LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2024 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR S TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan: (7-225/2024);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten
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Bantaeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 52).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DAN

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Bantaeng;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
yang selanjutnya disebut RPJP Nasional,

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah
Provinsi;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu)

tahun.

Dokumentasi dan Informasi Hukum |3



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJP Daerah Kabupaten merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang
memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan
daerah.

RPJP Daerah Kabupaten merupakan acuan yang menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima)
tahun yang selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP
Daerah Provinsi.

Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bantaeng.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

RPJP Daerah Kabupaten merupakan penjabaran visi, misi, arah
kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah dengan mengacu
pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

Sistematika RPJP Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BAB II PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

d. BAB IV VISI DAN MISI;

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan

f. BAB VI PENUTUP.

RPJP Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum pada dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bantaeng.

ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng

pada tanggal 17 Desember 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.05.109.24)
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I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM
Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah

Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan andil bagi tercapainya
tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari
terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional.
Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan
perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna
dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah
sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi
tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen
masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh)
tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi
dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJP Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2045
sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional dan merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantaeng
dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa
20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025
sampai dengan tahun 2045.

Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten terbagi ke dalam tahap-
tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. RPJP Daerah
Kabupaten merupakan acuan dalam menyusun RPJM Daerah

Kabupaten yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya
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II.

dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa RKPD. Dengan
demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng hingga
tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu,
berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam
satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku
kepentingan pembangunan daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 54
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